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Abstract:. ublic services are an important form of public policy
implementation that directly affects community welfare. At the
village level, administrative services play a strategic role in
ensuring effective, efficient, transparent, and accountable access
to government services. This community service activity aimed to
improve community understanding of public service policy
implementation through administrative management education
in Lantipo Village, Walesi District. The activity employed a
participatory approach involving community members and
village officials through four stages: problem identification,
preparation, educational implementation, and evaluation.
Educational activities were conducted through socialization,
counseling, interactive discussions, and simulations of
administrative service procedures. Evaluation was conducted
through pre-tests and post-tests, observation of participant
participation, and evaluative discussions. The initial assessment
revealed that community understanding of administrative
procedures was still limited, particularly regarding available
services, administrative requirements, service procedures, and
changes in service mechanisms following changes in village
personnel. These conditions frequently resulted in incomplete
documents and repeated visits to the village office. Following the
educational activities, participants demonstrated improved
understanding of administrative service types, document
requirements, service procedures, and their rights and
responsibilities as public service users. The activity also
strengthened communication between village officials and the
community. The results indicate that administrative
management education is an effective strategy for improving
community administrative literacy and supporting the
implementation of public service policies at the village level
Regular socialization, accessible service information, and digital
communication are recommended to ensure sustainable
improvement.

http://bajangjournal.com/index.php/]-ABDI RS EVAL VAV 1N (g5 I RPALLE LT (00 HITS)


http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI
mailto:irnarety45@gmail.com

672

J-Abdi Accredited
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol.6, No.3 Agustus 2026 SINTA 4

oY
Ay

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan publik yang
secara langsung dirasakan oleh masyarakat (Suhartoyo, 2019, p. 144). Kualitas pelayanan
publik menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan karena mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak dan
kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel (Prasetyo and
Kurniati, 2025). Pada tingkat pemerintahan kampung, pelayanan administrasi memiliki
posisi yang sangat strategis karena menjadi pintu pertama bagi masyarakat dalam
memperoleh berbagai layanan pemerintahan, seperti pengurusan surat keterangan domisili,
surat pengantar pembuatan dokumen kependudukan, surat keterangan usaha, surat
keterangan tidak mampu, hingga berbagai dokumen administratif lainnya yang dibutuhkan
dalam aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat (Hasri and Sudarmilah, 2021, p. 250).
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan di tingkat akar
rumput ini masih sering terkendala oleh keterbatasan akses informasi serta prosedur yang
belum terstandarisasi dengan baik (Sumaryanti and Muchlis, 2023). Kesenjangan antara
ekspektasi masyarakat akan layanan yang cepat dan responsif dengan praktik birokrasi yang
masih konvensional ini menuntut adanya inovasi digital yang mampu mengintegrasikan
sistem administrasi secara lebih efisien (Khafid and Wahyudin, 2019, p. 210; Sahputra et al,,
2025).

Dalam perspektif kebijakan publik, pelayanan administrasi bukan sekadar aktivitas
administratif, melainkan bagian dari implementasi kebijakan yang bertujuan memberikan
kemudahan akses layanan kepada masyarakat (Utami, 2023, p. 3). Implementasi kebijakan
publik akan berjalan secara optimal apabila terdapat sinergi antara aparatur pemerintah
sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan(Chairunnisa,
Habibi and Berthanila, 2023, p. 32). Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan publik tidak
hanya ditentukan oleh kompetensi aparatur kampung, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat
pemahaman masyarakat mengenai tata administrasi, prosedur pelayanan, serta persyaratan
yang harus dipenuhi dalam setiap jenis layanan.(Aminudin, 2019, p. 15). Selain itu,
standarisasi prosedur operasional yang jelas menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan
kepastian hukum dan menghindari diskresi yang tidak akuntabel dalam pemberian jasa
layanan kepada warga (Bunga and Wahyudi, 2022, p. 210). Integrasi sarana dan prasarana
pendukung yang memadai turut menjadi determinan utama dalam mempercepat efisiensi
birokrasi serta meningkatkan responsivitas aparatur terhadap kebutuhan administratif
penduduk. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, transformasi menuju Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi solusi krusial untuk meminimalisasi hambatan
prosedural dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah lokal (Widiastuti, Mulyaningsih and
Geohansa, 2025), (Ahmad, Hamim and Solihin, 2025).

Pemahaman masyarakat terhadap tata administrasi memiliki peran penting dalam
menciptakan pelayanan publik yang efektif. Masyarakat yang memahami prosedur
pelayanan akan lebih mudah mempersiapkan dokumen yang diperlukan, mengikuti tahapan
pelayanan sesuai ketentuan, serta memanfaatkan layanan pemerintahan secara tepat (Genia,
Priyanti and Rahman, 2026). Sebaliknya, rendahnya pemahaman administrasi sering
menimbulkan berbagai kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen, kesalahan dalam
pengajuan administrasi, pengulangan proses pelayanan, hingga meningkatnya waktu
penyelesaian pelayanan(Syakura et al., 2025, p. 226). Kondisi tersebut pada akhirnya dapat
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mengurangi efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik dan memengaruhi tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kampung (Tunasly et al., 2026, p. 56).

Di sisi lain, dinamika penyelenggaraan pemerintahan kampung juga memengaruhi
kualitas implementasi pelayanan publik. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah
adanya pergantian aparatur kampung (Ibrahim, Niswah and Efendi, 2024). Pergantian
aparatur sering kali diikuti dengan perubahan pembagian tugas, mekanisme pelayanan,
maupun penyesuaian prosedur administrasi. Perubahan tersebut memerlukan proses
adaptasi, baik bagi aparatur maupun masyarakat. Apabila tidak diikuti dengan sosialisasi
yang memadai, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelayanan
yang berlaku sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam proses pelayanan
administrasi (Putriyana and Yuliana, 2026, p. 13). Oleh karena itu, penguatan kapasitas
aparatur melalui edukasi berkelanjutan dan pendampingan penyusunan alur pelayanan
menjadi krusial untuk meminimalisasi hambatan prosedural yang muncul akibat dinamika
birokrasi (Zulhakim, 2025). Selain itu, optimalisasi infrastruktur teknologi informasi harus
diimbangi dengan penguatan literasi digital bagi seluruh perangkat desa agar sistem
pelayanan elektronik dapat dioperasikan secara berkelanjutan dan terintegrasi (Tahir et al.,
2025, p. 696; Wahyiah, 2026).

Permasalahan tersebut masih dijumpai di Kampung Lantipo, Distrik Walesi.
Berdasarkan hasil identifikasi awal bersama aparatur kampung, masih terdapat masyarakat
yang belum memahami tata administrasi pelayanan publik yang berlaku di kantor kampung.
Sebagian masyarakat belum mengetahui persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, jenis
layanan yang tersedia, maupun alur pelayanan yang harus ditempuh sebelum memperoleh
dokumen yang dibutuhkan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sering datang ke kantor
kampung dengan persyaratan yang belum lengkap sehingga harus kembali melengkapi
dokumen. Situasi tersebut berdampak pada meningkatnya waktu pelayanan dan mengurangi
efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik.

Kurangnya pemahaman masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah
satunya adalah pergantian aparatur kampung yang menyebabkan terjadinya perubahan
dalam sistem pelayanan administrasi. Selain itu, kegiatan sosialisasi mengenai tata
administrasi pelayanan publik masih terbatas sehingga informasi mengenai prosedur
pelayanan belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Karakteristik
geografis wilayah, tingkat pendidikan masyarakat yang beragam, serta keterbatasan akses
terhadap informasi juga menjadi tantangan dalam penyebarluasan informasi mengenai
pelayanan publik di tingkat kampung.

Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka implementasi kebijakan pelayanan
publik di tingkat kampung akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Masyarakat akan
tetap mengalami hambatan dalam memperoleh layanan administrasi, sementara aparatur
kampung akan menghadapi tingginya beban pelayanan akibat banyaknya permohonan yang
tidak memenuhi persyaratan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tidak
hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur, tetapi juga pada peningkatan
literasi administrasi masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan edukasi tata
administrasi pelayanan publik. Edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai pentingnya administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
kampung, jenis layanan yang tersedia, persyaratan administrasi setiap layanan, mekanisme
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pengajuan dokumen, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan
publik. Melalui kegiatan edukasi, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk
mengakses pelayanan secara mandiri, memahami prosedur yang berlaku, serta
berpartisipasi dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang tertib, transparan, dan
akuntabel.

Selain meningkatkan pengetahuan masyarakat, kegiatan edukasi juga menjadi media
komunikasi antara aparatur kampung dengan masyarakat. Melalui interaksi tersebut,
aparatur dapat menyampaikan perubahan kebijakan maupun prosedur pelayanan secara
langsung, sedangkan masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai
kendala yang dihadapi selama memperoleh pelayanan. Dengan demikian, kegiatan
pengabdian tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat, tetapi juga memperkuat
hubungan antara pemerintah kampung dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang partisipatif dan berorientasi pada kualitas pelayanan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi administrasi masyarakat agar mampu
memahami implementasi kebijakan pelayanan publik, memenuhi persyaratan administrasi
sesuai ketentuan, serta memanfaatkan layanan pemerintahan kampung secara optimal.
Melalui peningkatan pemahaman tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik di
Kampung Lantipo semakin efektif, efisien, transparan, dan mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kampung Lantipo,
Distrik Walesi, dengan sasaran masyarakat yang memanfaatkan pelayanan administrasi di
kantor kampung. Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai
implementasi kebijakan pelayanan publik melalui edukasi tata administrasi sehingga
masyarakat mampu memahami prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, serta
mekanisme pengurusan dokumen secara benar.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan
masyarakat dan aparatur kampung dalam setiap tahapan kegiatan (Umam, Taufik and
Kasanova, 2026). Pelaksanaan pengabdian terdiri atas empat tahap. Tahap pertama adalah
identifikasi masalah, yang dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan
aparatur kampung untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan administrasi serta
kebutuhan masyarakat terhadap informasi pelayanan publik. Tahap kedua adalah persiapan,
meliputi penyusunan materi edukasi mengenai kebijakan pelayanan publik, jenis layanan
administrasi, persyaratan dokumen, prosedur pelayanan, serta hak dan kewajiban
masyarakat sebagai pengguna layanan (Syam et al., 2022).

Tahap ketiga merupakan pelaksanaan edukasi, yang dilakukan melalui sosialisasi,
penyuluhan, diskusi interaktif, serta simulasi pengurusan administrasi pelayanan publik.
Pada tahap ini peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan berbagai
kendala yang selama ini dihadapi dalam memperoleh pelayanan administrasi di kantor
kampung. Tahap terakhir adalah evaluasi, yang dilakukan melalui pemberian kuesioner
sebelum dan sesudah kegiatan (pre-test dan post-test), observasi partisipasi peserta, serta
diskusi evaluatif untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tata
administrasi pelayanan publik (Deni et al., 2025).

Data hasil kegiatan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan tingkat
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pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan edukasi. Indikator keberhasilan
kegiatan meliputi meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai jenis layanan
administrasi, persyaratan dokumen, prosedur pelayanan publik, serta meningkatnya
kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi secara mandiri dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL
1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Publik di Kampung Lantipo

Tahap awal kegiatan pengabdian dilakukan melalui proses identifikasi permasalahan
sebagai dasar dalam menentukan bentuk edukasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Kampung Lantipo, Distrik Walesi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui observasi lapangan,
wawancara dengan Kepala Kampung dan aparatur kampung, serta dialog langsung dengan
masyarakat sebagai pengguna layanan administrasi. Tahap identifikasi menjadi penting
karena keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh
kualitas kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam
mengenali permasalahan nyata yang dihadapi masy arakat.

- ‘xtr',.

Gambar 1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Publik

Observasi lapangan dilakukan di Kantor Kampung Lantipo untuk mengamati secara
langsung proses pelayanan administrasi yang berlangsung. Hasil observasi menunjukkan
bahwa pelayanan administrasi telah berjalan sesuai tugas dan fungsi aparatur kampung.
Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas
pelayanan. Salah satu permasalahan yang paling sering dijumpai adalah masyarakat datang
ke kantor kampung tanpa membawa persyaratan administrasi yang lengkap sehingga proses
pelayanan tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan
masyarakat harus kembali melengkapi dokumen, sementara aparatur kampung harus
melakukan pelayanan berulang terhadap permohonan yang sama.

Selain observasi, tim pengabdian melakukan wawancara dengan Kepala Kampung
beserta beberapa aparatur kampung untuk memperoleh informasi mengenai kondisi
pelayanan administrasi selama beberapa waktu terakhir. Berdasarkan hasil wawancara
diketahui bahwa salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat
adalah adanya pergantian aparatur kampung. Pergantian tersebut menyebabkan perubahan
pembagian tugas pelayanan, penyesuaian mekanisme administrasi, serta perubahan
beberapa prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat.
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Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Kampung dan Aparat Kampung

Kepala Kampung menjelaskan bahwa setelah pergantian aparatur, masyarakat masih
menggunakan prosedur lama ketika mengurus berbagai dokumen administrasi. Akibatnya,
masyarakat sering mengalami kebingungan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi
maupun petugas yang bertanggung jawab terhadap jenis pelayanan tertentu. Menurut
aparatur kampung, kondisi tersebut mengakibatkan proses pelayanan menjadi lebih lama
karena petugas harus memberikan penjelasan secara berulang kepada setiap masyarakat
yang datang mengurus administrasi.

Dalam sesi wawancara, salah seorang aparatur kampung menyampaikan pertanyaan
kepada tim pengabdian:

"Bagaimana cara meningkatkan pemahaman masyarakat agar mereka mengetahui

persyaratan administrasi sebelum datang ke kantor kampung sehingga pelayanan dapat

berlangsung lebih cepat?"”

Menanggapi pertanyaan tersebut, tim pengabdian menjelaskan bahwa salah satu
strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi secara langsung kepada
masyarakat mengenai tata administrasi pelayanan publik, disertai penyusunan media
informasi berupa alur pelayanan, daftar persyaratan administrasi, dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang mudah dipahami. Selain itu, informasi pelayanan perlu disebarluaskan
secara berkala melalui pertemuan kampung maupun media komunikasi yang dimiliki
pemerintah kampung.

Dialog juga dilakukan bersama masyarakat yang hadir di kantor kampung. Dari hasil
diskusi diketahui bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara rinci jenis
pelayanan administrasi yang tersedia serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum
mengajukan permohonan. Salah seorang peserta menyampaikan pertanyaan sebagai
berikut.

"Mengapa ketika mengurus surat keterangan usaha sekarang diminta melengkapi

beberapa dokumen tambahan, padahal sebelumnya persyaratan tersebut tidak ada?"

Pertanyaan tersebut dijawab oleh aparatur kampung dengan menjelaskan bahwa
adanya penyesuaian persyaratan merupakan bagian dari upaya penertiban administrasi agar
setiap dokumen yang diterbitkan memiliki dasar administrasi yang jelas dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Aparatur juga menjelaskan bahwa perubahan tersebut belum
tersosialisasikan secara menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat yang belum
mengetahuinya.
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Pertanyaan lain yang muncul dari masyarakat adalah:

"Apakah semua pelayanan administrasi harus diurus langsung di kantor kampung atau

dapat diwakilkan oleh anggota keluarga?”

Menanggapi hal tersebut, aparatur kampung menjelaskan bahwa beberapa jenis
pelayanan administrasi masih dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dengan membawa
persyaratan yang telah ditentukan. Namun, untuk pelayanan tertentu yang memerlukan
verifikasi identitas atau tanda tangan pemohon, masyarakat tetap diwajibkan hadir secara
langsung sesuai ketentuan administrasi yang berlaku.

Hasil dialog menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki keinginan untuk
memenuhi seluruh persyaratan administrasi, tetapi masih mengalami keterbatasan
informasi mengenai mekanisme pelayanan. Sebagian besar peserta mengaku baru
mengetahui adanya perubahan alur pelayanan setelah memperoleh penjelasan dari aparatur
kampung pada saat kegiatan pengabdian berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
hambatan utama bukan terletak pada rendahnya partisipasi masyarakat, melainkan pada
belum optimalnya penyampaian informasi mengenai implementasi kebijakan pelayanan
publik.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dialog bersama masyarakat, diperoleh
beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan edukasi.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Permasalahan Pelayanan Publik di Kampung Lantipo

No Permasalahan Dampak

1  Masyarakat belum memahami jenis Kesalahan dalam memilih layanan yang
pelayanan administrasi dibutuhkan

2 Kurangnya pemahaman mengenai Dokumen yang diajukan sering tidak
persyaratan administrasi lengkap

3  Pergantian aparatur kampung belum Masyarakat belum mengetahui
diikuti sosialisasi perubahan prosedur pelayanan

4  Informasi pelayanan belum tersedia Aparatur harus memberikan penjelasan
secara lengkap berulang kepada masyarakat

5  Belum tersedia media informasi Efektivitas pelayanan administrasi belum
pelayanan yang mudah diakses optimal

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan publik di
Kampung Lantipo masih menghadapi tantangan pada aspek komunikasi kebijakan. Dalam
perspektif implementasi kebijakan, komunikasi merupakan faktor penting yang menentukan
keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Informasi mengenai prosedur pelayanan yang
tidak tersampaikan secara optimal menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam
memenuhi persyaratan administrasi sehingga efektivitas pelayanan menjadi menurun. Oleh
karena itu, peningkatan literasi administrasi melalui kegiatan edukasi dipandang sebagai
langkah yang tepat untuk memperkuat implementasi kebijakan pelayanan publik sekaligus
meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di tingkat kampung.

Hasil identifikasi ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan materi edukasi yang
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Fokus utama kegiatan diarahkan pada
peningkatan pemahaman mengenai jenis pelayanan administrasi, persyaratan dokumen,
mekanisme pelayanan, serta hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna layanan
publik. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan informasi kepada
masyarakat, tetapi juga menjadi sarana komunikasi antara pemerintah kampung dan
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masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan
akuntabel.
2. Pelaksanaan Edukasi Tata Administrasi Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang telah dilakukan pada tahap awal, tim
pengabdian menyusun program edukasi tata administrasi pelayanan publik yang
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kampung Lantipo. Kegiatan ini dilaksanakan di
Balai Kampung Lantipo dengan melibatkan Kepala Kampung, aparatur kampung, tokoh
masyarakat, tokoh pemuda, serta masyarakat yang sering memanfaatkan pelayanan
administrasi di kantor kampung. Tujuan utama kegiatan adalah meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai implementasi kebijakan pelayanan publik melalui pengenalan tata
administrasi yang benar sehingga masyarakat mampu mengakses pelayanan secara lebih
mudabh, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kampung Lantipo yang menyampaikan
bahwa pelayanan administrasi merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang harus
diberikan pemerintah kampung kepada masyarakat. Kepala Kampung menegaskan bahwa
pergantian aparatur kampung membawa perubahan dalam pembagian tugas dan mekanisme
pelayanan sehingga diperlukan penyesuaian dan penyampaian informasi kepada
masyarakat. Menurut beliau, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada
aparatur kampung, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dalam memenuhi
persyaratan administrasi secara benar.

Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan materi mengenai implementasi kebijakan
pelayanan publik di tingkat kampung. Materi diawali dengan penjelasan mengenai
pentingnya pelayanan publik sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah yang
bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tim menjelaskan bahwa setiap pelayanan
administrasi memiliki dasar hukum, prosedur, serta persyaratan yang harus dipenuhi agar
dokumen yang diterbitkan  memiliki kepastian administrasi dan  dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada sesi berikutnya, peserta diberikan penjelasan mengenai berbagai jenis pelayanan
administrasi yang tersedia di Kantor Kampung Lantipo, antara lain pelayanan surat
keterangan domisili, surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu
Keluarga (KK), surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, surat pengantar akta
kelahiran, serta berbagai bentuk pelayanan administrasi lainnya. Setiap jenis pelayanan
dijelaskan secara rinci mulai dari persyaratan administrasi, alur pelayanan, waktu
penyelesaian, hingga pe]abat yang berwenang menandatangani dokumen tersebut.
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Gambar 3. Penyampaian Materi dan Sesi Tanya Jawab

Agar materi lebih mudah dipahami, tim pengabdian menggunakan metode diskusi
interaktif. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman selama
memperoleh pelayanan administrasi di kantor kampung. Metode ini membuat suasana
kegiatan berlangsung lebih aktif karena peserta dapat mengaitkan materi dengan
pengalaman yang mereka alami.

Salah seorang masyarakat mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

"Mengapa kami sering diminta kembali untuk melengkapi berkas, padahal menurut kami

semua dokumen sudah dibawa?"

Menanggapi pertanyaan tersebut, aparatur kampung menjelaskan bahwa setiap jenis
pelayanan memiliki persyaratan administrasi yang berbeda. Dalam beberapa kasus,
masyarakat hanya membawa fotokopi dokumen tanpa membawa dokumen asli untuk proses
verifikasi. Selain itu, terdapat beberapa pelayanan yang mensyaratkan surat pengantar atau
dokumen pendukung lainnya yang sebelumnya belum dipahami oleh masyarakat. Aparatur
kampung menegaskan bahwa kelengkapan dokumen bertujuan menjaga tertib administrasi
sekaligus menghindari kesalahan penerbitan surat.

Tim pengabdian kemudian memperlihatkan contoh daftar persyaratan administrasi
untuk setiap jenis pelayanan sehingga masyarakat dapat mengetahui dokumen apa saja yang
harus dipersiapkan sebelum datang ke kantor kampung.

Pada sesi diskusi berikutnya, salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan
pertanyaan.

"Setelah adanya pergantian aparatur kampung, apakah prosedur pelayanan juga

berubah atau hanya petugasnya saja yang berubah?"

Pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Kepala Kampung. Beliau menjelaskan
bahwa secara umum prosedur pelayanan tetap mengacu pada ketentuan administrasi
pemerintahan yang berlaku. Namun, terdapat penyesuaian dalam pembagian tugas aparatur,
mekanisme verifikasi dokumen, serta pengelolaan administrasi agar pelayanan menjadi
lebih tertib dan akuntabel. Kepala Kampung juga mengakui bahwa perubahan tersebut
belum sepenuhnya disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masih banyak warga yang
menggunakan mekanisme lama ketika mengurus administrasi.

Diskusi kemudian berkembang ketika salah seorang peserta menyampaikan
pengalaman bahwa dirinya harus datang lebih dari satu kali hanya karena belum mengetahui
adanya persyaratan tambahan.

"Kalau informasi persyaratan sudah ditempel di kantor kampung atau diumumkan

sebelumnya, kami tentu bisa mempersiapkan semuanya dari rumah sehingga tidak perlu

bolak balik ke kantor kampung.”

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan positif dari aparatur kampung. Kepala
Kampung menyampaikan bahwa pemerintah kampung akan berupaya menyediakan papan
informasi pelayanan yang memuat jenis layanan, persyaratan administrasi, alur pelayanan,
serta estimasi waktu penyelesaian sebagai bentuk transparansi pelayanan publik. Selain itu,
aparatur juga berencana memanfaatkan media komunikasi kampung, seperti grup
WhatsApp, untuk menyampaikan informasi mengenai perubahan pelayanan kepada
masyarakat.

Selain sesi diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pelayanan administrasi.
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Dalam simulasi tersebut peserta diminta mempraktikkan tahapan pengurusan surat
keterangan domisili dan surat keterangan usaha mulai dari pemeriksaan kelengkapan
dokumen, proses verifikasi administrasi, hingga penerbitan surat. Simulasi dilakukan secara
langsung dengan pendampingan aparatur kampung sehingga peserta memperoleh
gambaran nyata mengenai mekanisme pelayanan yang benar.

Selama simulasi berlangsung, masyarakat terlihat lebih memahami urutan pelayanan
dibandingkan sebelum kegiatan dimulai. Beberapa peserta bahkan mampu menjelaskan
kembali tahapan pelayanan kepada peserta lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa metode
simulasi lebih efektif dibandingkan hanya memberikan penjelasan secara teoritis karena
masyarakat dapat mempraktikkan langsung prosedur pelayanan yang akan mereka hadapi
ketika mengurus administrasi di kantor kampung.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, tim pengabdian melakukan evaluasi
melalui diskusi terbuka pada akhir kegiatan. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa
kegiatan edukasi memberikan manfaat karena selama ini mereka belum pernah memperoleh
penjelasan secara rinci mengenai tata administrasi pelayanan publik. Masyarakat juga
menyampaikan harapan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala, terutama
apabila terdapat perubahan kebijakan atau pergantian aparatur kampung.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa edukasi tata administrasi menjadi
media yang efektif dalam meningkatkan komunikasi antara pemerintah kampung dan
masyarakat. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, komunikasi merupakan salah
satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edukasi yang
dilakukan secara langsung mampu mengurangi kesenjangan informasi antara aparatur
kampung dan masyarakat sehingga berbagai perubahan prosedur pelayanan dapat dipahami
secara lebih baik. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai tata
administrasi, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kampung Lantipo menjadi lebih
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2. Materi Edukasi dan Hasil yang Dicapai

Materi Edukasi Bentuk Kegiatan Hasil yang Dicapai
Implementasi kebijakan Ceramah dan Peserta memahami pentingnya pelayanan
pelayanan publik diskusi publik sebagai hak masyarakat
Jenis pelayanan Presentasi Peserta mengetahui berbagai jenis
administrasi kampung layanan yang tersedia
Persyaratan Penjelasan dan Peserta memahami dokumen yang harus
administrasi contoh dokumen  dipersiapkan
Alur pelayanan Simulasi Peserta mampu mengikuti tahapan
administrasi pelayanan pelayanan dengan benar
Hak dan kewajiban Diskusi interaktif =~ Meningkatnya kesadaran masyarakat
masyarakat untuk mematuhi prosedur pelayanan
Evaluasi kegiatan Tanyajawab dan  Terjadi peningkatan pemahaman dan

refleksi partisipasi masyarakat dalam pelayanan
administrasi

Secara keseluruhan, pelaksanaan edukasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan
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masyarakat mengenai tata administrasi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat hubungan
komunikasi antara pemerintah kampung dan masyarakat. Interaksi yang terbangun selama
kegiatan menjadi sarana bagi aparatur untuk menjelaskan perubahan kebijakan pelayanan
sekaligus menerima berbagai masukan dari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa
edukasi partisipatif dapat menjadi salah satu strategi dalam mendukung implementasi
kebijakan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat
kampung.

3. Evaluasi Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Tahap evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan edukasi mampu
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata administrasi pelayanan publik di
Kampung Lantipo. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pre-test sebelum penyampaian
materi dan post-test setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Selain itu, evaluasi juga
dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama diskusi, simulasi pelayanan
administrasi, serta refleksi bersama aparatur kampung dan masyarakat.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan sebagian besar
peserta belum memahami secara utuh mekanisme pelayanan administrasi di kantor
kampung. Hal tersebut terlihat dari hasil pre-test dan jawaban peserta pada sesi diskusi awal.
Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa seluruh jenis pelayanan administrasi
memiliki persyaratan yang sama, sehingga sering kali datang ke kantor kampung tanpa
membawa dokumen pendukung yang lengkap. Di samping itu, masih terdapat peserta yang
belum mengetahui alur pelayanan, pejabat yang berwenang menandatangani dokumen,
maupun estimasi waktu penyelesaian setiap jenis pelayanan.

Setelah mengikuti kegiatan edukasi, terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap
pemahaman masyarakat. Berdasarkan hasil post-test dan hasil observasi selama kegiatan,
sebagian besar peserta telah mampu menjelaskan kembali tahapan pelayanan administrasi,
mengidentifikasi persyaratan untuk setiap jenis pelayanan, serta memahami pentingnya
melengkapi dokumen sebelum mengajukan permohonan. Peningkatan pemahaman tersebut
menunjukkan bahwa metode edukasi yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan simulasi
pelayanan mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dibandingkan
penyampaian informasi secara satu arah.

Untuk memberikan gambaran hasil evaluasi, perubahan tingkat pemahaman
masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Indikator Evaluasi Sebelum Setelah Edukasi
Edukasi

Memahami jenis pelayanan administrasi Rendah Tinggi
Mengetahui persyaratan setiap layanan Rendah Tinggi
Memahami alur pelayanan administrasi Rendah Tinggi
Mengetahui hak dan kewajiban sebagai Cukup Tinggi
pengguna layanan
Kemampuan menyiapkan dokumen secara Rendah Baik
mandiri
Partisipasi dalam proses pelayanan Cukup Sangat Baik

Selama proses evaluasi, peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan
kesan, masukan, serta pengalaman setelah mengikuti kegiatan edukasi. Salah seorang
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peserta menyampaikan pertanyaan kepada aparatur kampung sebagai berikut.

"lika di kemudian hari terdapat perubahan persyaratan administrasi, bagaimana

masyarakat dapat memperoleh informasi tanpa harus datang terlebih dahulu ke kantor

kampung?"

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Kepala Kampung dengan menyampaikan bahwa
pemerintah kampung akan meningkatkan penyebaran informasi melalui papan informasi
pelayanan di kantor kampung, pengumuman pada setiap kegiatan kampung, serta
memanfaatkan media komunikasi seperti grup WhatsApp masyarakat. Langkah tersebut
diharapkan mampu mempercepat penyebaran informasi mengenai perubahan prosedur
pelayanan sehingga masyarakat dapat mempersiapkan seluruh persyaratan sebelum datang
ke kantor kampung.

Pada sesi evaluasi, salah seorang peserta lainnya menyampaikan bahwa kegiatan
edukasi memberikan manfaat yang nyata karena selama ini masyarakat lebih banyak
memperoleh informasi pelayanan dari sesama warga, sehingga sering kali terjadi perbedaan
informasi mengenai persyaratan administrasi.

"Selama ini kami lebih sering bertanya kepada tetangga atau keluarga ketika ingin

mengurus surat. Setelah mengikuti kegiatan ini kami mengetahui bahwa setiap

pelayanan memiliki persyaratan yang berbeda dan harus mengikuti prosedur yang
berlaku.”

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari salah seorang aparatur kampung yang
menjelaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak berasal dari sumber resmi sering
menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Oleh karena itu, aparatur berharap
masyarakat dapat langsung berkoordinasi dengan pemerintah kampung apabila
membutuhkan informasi mengenai pelayanan administrasi agar informasi yang diperoleh
lebih akurat.

Selain mengevaluasi pemahaman masyarakat, tim pengabdian juga melakukan refleksi
bersama aparatur kampung mengenai dampak kegiatan terhadap kualitas pelayanan. Dalam
diskusi tersebut, aparatur menyampaikan bahwa masyarakat yang memahami prosedur
administrasi akan membantu mempercepat proses pelayanan karena petugas tidak lagi
menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan persyaratan yang sama kepada setiap
pemohon. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih efektif dan waktu penyelesaian
administrasi dapat dipersingkat.

Tim pengabdian kemudian mengajukan pertanyaan kepada aparatur kampung.

"Menurut Bapak/Ibu Aparatur Kampung, apakah kegiatan edukasi seperti ini perlu

dilaksanakan secara berkelanjutan?"”

Kepala Kampung menjawab bahwa kegiatan edukasi sangat diperlukan, terutama
apabila terjadi perubahan kebijakan atau pergantian aparatur kampung. Menurut beliau,
pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kesiapan aparatur, tetapi juga
oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan yang berlaku. Oleh
karena itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi perlu dijadikan agenda rutin pemerintah
kampung agar informasi pelayanan selalu diperbarui dan dipahami oleh seluruh masyarakat.

Hasil evaluasi juga menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat selama
kegiatan berlangsung. Masyarakat tidak hanya menjadi peserta yang menerima materi, tetapi
juga terlibat aktif dalam diskusi, memberikan masukan mengenai pelayanan administrasi,
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serta menyampaikan harapan terhadap peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.
Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu
membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah kampung dan masyarakat.Dari
perspektif implementasi kebijakan publik, hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa
komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelayanan publik. Informasi yang
disampaikan secara jelas dan mudah dipahami akan meningkatkan kepatuhan masyarakat
terhadap prosedur pelayanan serta mengurangi kesalahan administrasi. Sebaliknya,
kurangnya sosialisasi dapat menimbulkan kesenjangan informasi yang berdampak pada
rendahnya efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik. Secara keseluruhan, hasil
evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan edukasi tata administrasi pelayanan publik berhasil
meningkatkan literasi administrasi masyarakat Kampung Lantipo. Masyarakat menjadi lebih
memahami prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, serta hak dan kewajibannya
sebagai pengguna layanan publik. Di sisi lain, aparatur kampung memperoleh manfaat
berupa meningkatnya kesiapan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi
sehingga proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, tertib, transparan, dan akuntabel.
Hasil ini menunjukkan bahwa edukasi merupakan salah satu strategi yang efektif dalam
mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik di tingkat kampung serta
memperkuat hubungan antara pemerintah kampung dan masyarakat.

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa edukasi tata administrasi pelayanan
publik memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat
mengenai implementasi kebijakan pelayanan publik di Kampung Lantipo. Sebelum kegiatan
dilaksanakan, sebagian besar masyarakat belum memahami secara menyeluruh prosedur
pelayanan administrasi, persyaratan dokumen, maupun mekanisme pengurusan berbagai
layanan yang tersedia di kantor kampung. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sering
mengalami kesalahan dalam melengkapi persyaratan administrasi sehingga proses
pelayanan menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Permasalahan
tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan publik tidak hanya
dipengaruhi oleh kualitas regulasi yang dimiliki pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan
masyarakat dalam memahami substansi kebijakan yang diimplementasikan. Dalam konteks
pelayanan publik di Kampung Lantipo, rendahnya literasi administrasi masyarakat menjadi
salah satu faktor yang menghambat efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi
menjadi instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah
kampung sebagai penyelenggara pelayanan dengan masyarakat sebagai penerima
pelayanan.

Temuan ini sejalan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh
George C. Edward IIl yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana,
dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor tersebut, aspek komunikasi menjadi faktor yang
paling menonjol dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Sebelum kegiatan edukasi
dilaksanakan, informasi mengenai perubahan prosedur pelayanan akibat pergantian
aparatur kampung belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Akibatnya,
masyarakat masih menggunakan mekanisme pelayanan lama sehingga sering mengalami
kesalahan dalam memenuhi persyaratan administrasi. Melalui kegiatan edukasi, komunikasi
antara aparatur kampung dan masyarakat menjadi lebih terbuka sehingga berbagai
perubahan prosedur pelayanan dapat dipahami dengan lebih baik. Selain komunikasi, faktor
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sumber daya juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan
pelayanan publik. Aparatur kampung sebagai pelaksana pelayanan telah berupaya
memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, keterbatasan media
informasi, seperti belum tersedianya papan informasi pelayanan, standar operasional
prosedur yang mudah dipahami masyarakat, maupun media informasi digital, menyebabkan
penyampaian informasi masih dilakukan secara lisan. Kondisi tersebut mengakibatkan
aparatur harus memberikan penjelasan yang sama secara berulang kepada setiap
masyarakat yang datang mengurus administrasi. Setelah kegiatan pengabdian, aparatur
kampung menyadari pentingnya penyediaan media informasi pelayanan sebagai bagian dari
upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari aspek disposisi pelaksana, kegiatan
pengabdian menunjukkan adanya komitmen aparatur kampung untuk memperbaiki kualitas
pelayanan. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan aktif Kepala Kampung dan seluruh aparatur
dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, penyampaian materi, diskusi
bersama masyarakat, hingga evaluasi kegiatan. Aparatur tidak hanya memberikan
penjelasan mengenai prosedur pelayanan, tetapi juga menerima berbagai masukan dari
masyarakat mengenai kendala yang dihadapi selama memperoleh pelayanan administrasi.
Sikap terbuka tersebut mencerminkan adanya komitmen untuk mewujudkan pelayanan
publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, dari aspek
struktur birokrasi, kegiatan ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan sebenarnya telah
tersedia dan mengacu pada ketentuan administrasi pemerintahan. Akan tetapi, perubahan
pembagian tugas setelah pergantian aparatur kampung menyebabkan masyarakat
memerlukan penyesuaian terhadap mekanisme pelayanan yang baru. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa perubahan struktur organisasi perlu diikuti dengan strategi
komunikasi publik yang efektif agar setiap perubahan kebijakan dapat dipahami oleh
masyarakat.

Hasil kegiatan juga memperlihatkan bahwa peningkatan literasi administrasi
memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik. Masyarakat yang telah
memahami jenis layanan, persyaratan administrasi, dan alur pelayanan menjadi lebih siap
ketika mengajukan permohonan administrasi. Kelengkapan dokumen yang dibawa
masyarakat membantu aparatur dalam mempercepat proses verifikasi sehingga pelayanan
dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Dengan demikian, edukasi administrasi tidak hanya
meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan
kinerja pelayanan pemerintah kampung. Temuan ini sejalan dengan konsep pelayanan
publik yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan dipengaruhi oleh kemampuan
penyelenggara layanan dalam memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan
mudah diakses oleh masyarakat. Pelayanan yang transparan akan meningkatkan kepastian
prosedur, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta membangun kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kegiatan ini, penyampaian informasi secara
langsung melalui sosialisasi dan simulasi pelayanan terbukti mampu meningkatkan
pemahaman masyarakat mengenai tata administrasi pelayanan publik. Selain meningkatkan
pemahaman masyarakat, kegiatan pengabdian juga berhasil memperkuat partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selama kegiatan berlangsung,
masyarakat aktif menyampaikan berbagai pengalaman dan kendala yang dihadapi ketika
mengurus administrasi di kantor kampung. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa
masyarakat memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik apabila
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diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Kondisi ini mencerminkan bahwa
pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan
keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan hasil diskusi bersama masyarakat dan aparatur kampung, terdapat
beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
di Kampung Lantipo. Pertama, pemerintah kampung perlu melaksanakan sosialisasi
pelayanan administrasi secara berkala, terutama setelah terjadi perubahan kebijakan atau
pergantian aparatur. Kedua, penyediaan papan informasi pelayanan yang memuat jenis
layanan, persyaratan administrasi, alur pelayanan, dan estimasi waktu penyelesaian perlu
menjadi prioritas sebagai bentuk transparansi pelayanan publik. Ketiga, pemerintah
kampung dapat memanfaatkan media digital, seperti grup WhatsApp atau media sosial
kampung, untuk menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan
merata. Keempat, aparatur kampung perlu melakukan evaluasi pelayanan secara berkala
dengan melibatkan masyarakat agar setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi
dan diselesaikan. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa
peningkatan literasi administrasi masyarakat merupakan salah satu strategi yang efektif
dalam mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik di tingkat kampung. Edukasi
yang dilaksanakan tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tata
administrasi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat komunikasi antara pemerintah
kampung dan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong
terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan
demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola
pemerintahan kampung yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan
prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Lantipo,
Distrik Walesi, menunjukkan bahwa edukasi tata administrasi pelayanan publik merupakan
strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap implementasi
kebijakan pelayanan publik di tingkat kampung. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa
rendahnya literasi administrasi masyarakat dipengaruhi oleh terbatasnya sosialisasi
mengenai prosedur pelayanan serta adanya pergantian aparatur kampung yang
mengakibatkan perubahan mekanisme pelayanan belum dipahami secara menyeluruh oleh
masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masih sering mengalami kesalahan
dalam memenuhi persyaratan administrasi sehingga proses pelayanan menjadi kurang
efektif dan membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama. Pelaksanaan kegiatan melalui
sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi pelayanan administrasi mampu
meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai jenis layanan, persyaratan administrasi,
alur pelayanan, serta hak dan kewajiban sebagai pengguna layanan publik. Kegiatan ini juga
menjadi media komunikasi yang efektif antara aparatur kampung dan masyarakat dalam
menyampaikan perubahan prosedur pelayanan sekaligus menghimpun berbagai masukan
untuk perbaikan kualitas pelayanan administrasi.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan partisipasi
masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi. Masyarakat menjadi lebih memahami
dokumen yang harus dipersiapkan, tahapan pelayanan yang harus dilalui, serta pentingnya
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mematuhi prosedur administrasi yang berlaku. Di sisi lain, aparatur kampung memperoleh
manfaat berupa berkurangnya kesalahan administrasi yang dilakukan masyarakat, sehingga
proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, tertib, dan efisien. Temuan ini
menunjukkan bahwa peningkatan literasi administrasi masyarakat memberikan kontribusi
nyata terhadap efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik di tingkat kampung.
Selain meningkatkan kapasitas masyarakat, kegiatan pengabdian ini juga memperkuat
hubungan kemitraan antara pemerintah kampung dan masyarakat. Diskusi yang
berlangsung selama kegiatan membuka ruang komunikasi dua arah sehingga aparatur
kampung dapat menjelaskan berbagai perubahan kebijakan dan prosedur pelayanan,
sementara masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kendala, harapan,
dan masukan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Interaksi tersebut menjadi salah
satu faktor penting dalam membangun pelayanan publik yang lebih responsif, transparan,
partisipatif, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil kegiatan, keberlanjutan edukasi tata administrasi perlu menjadi
perhatian pemerintah kampung. Sosialisasi mengenai prosedur pelayanan sebaiknya
dilaksanakan secara berkala, terutama Kketika terjadi perubahan kebijakan maupun
pergantian aparatur kampung. Pemerintah kampung juga perlu memperkuat
penyebarluasan informasi melalui penyediaan papan informasi pelayanan, standar
operasional prosedur yang mudah dipahami, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana
komunikasi dengan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mempertahankan
bahkan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan administrasi sekaligus
mendukung terwujudnya tata Kkelola pemerintahan kampung yang efektif, efisien,
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa edukasi tata
administrasi pelayanan publik tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi
juga mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik melalui penguatan komunikasi
antara pemerintah kampung dan masyarakat. Dengan meningkatnya literasi administrasi
masyarakat, kualitas pelayanan publik di Kampung Lantipo diharapkan semakin baik,
sehingga penyelenggaraan pemerintahan kampung mampu memberikan pelayanan yang
lebih profesional, mudah diakses, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
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